
BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Peranan notaris dalam pembuatan akta fidusia  meliputi penyusunan akta 

otentik yang sah, verifikasi identitas dan kewenangan para pihak, 

pemberian pemahaman hukum, serta pendaftaran fidusia secara 

elektronik guna memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang menjamin 

kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, notaris juga bertanggung 

jawab memastikan kejelasan objek jaminan dan melakukan penghapusan 

jaminan fidusia (roya) setelah kewajiban debitur terpenuhi. Dengan 

demikian, notaris berkontribusi signifikan dalam mewujudkan kepastian 

hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam 

perjanjian fidusia. 

2. Hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam pembuatan akta fidusia  

meliputi (1)kesalahan penginputan data klien, (2)gangguan pada sistem 

AHU Online, (3)serta ketidaklengkapan administrasi klien seperti belum 

memiliki NPWP.  

3. Upaya yang dilakukan oleh notaris Rizky Rahmadani didalam 

menghadapi hambatan dalam pembuatan akta fidusia  dilakukan dengan 

(1)melakukan double check data klien untuk menjamin keakuratan data, 

(2)melakukan refresh sistem dan pembukuan secara berkala apabila 

terjadi gangguan pada sistem AHU Online, (3)serta memberikan kode 

wilayah bagi klien yang tidak memiliki NPWP sebagai pemenuhan 

persyaratan administratif. Upaya tersebut mencerminkan kehati-hatian 
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notaris dalam menjaga kelancaran proses pembuatan akta fidusia dan 

kepastian hukum. 

B. Saran 

1. Bagi notaris, disarankan agar meningkatkan ketelitian dan 

profesionalisme dalam pembuatan akta jaminan fidusia, khususnya 

melalui verifikasi data para pihak secara menyeluruh guna meminimalisir 

kesalahan administratif. Notaris juga perlu mengikuti perkembangan 

regulasi serta optimalisasi penggunaan sistem AHU Online agar proses 

pendaftaran fidusia dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, 

notaris diharapkan memberikan edukasi hukum yang memadai kepada 

para pihak mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia demi 

tercapainya kepastian dan perlindungan hukum.. 

2. Bagi pemerintah, disarankan untuk terus melakukan penyempurnaan dan 

pemeliharaan sistem AHU Online guna meminimalisir gangguan teknis 

yang dapat menghambat proses pendaftaran jaminan fidusia. Selain itu, 

pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada notaris 

serta masyarakat terkait ketentuan dan prosedur jaminan fidusia agar 

pelaksanaannya berjalan efektif. Pemerintah juga diharapkan dapat 

menyederhanakan ketentuan administratif tanpa mengurangi kepastian 

hukum, sehingga peranan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia 

dapat berjalan secara optimal. 

3. Bagi masyarakat, disarankan untuk memahami pentingnya jaminan 

fidusia sebagai sarana perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan 

serta memenuhi seluruh persyaratan administratif yang diperlukan dalam 

pembuatannya. Selain itu, masyarakat diharapkan bersikap terbuka dan 

jujur dalam memberikan data dan informasi kepada notaris, serta 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) guna mempermudah proses administrasi dan mendukung 

kelancaran pembuatan akta jaminan fidusia yang memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak.  
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